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Abstract 
Colonial archives on the Maluku Islands heavily feature Eurocentric biases that marginalize 
indigenous perspectives, thereby distorting the history of local resistance and heroism. This 
study examines how decolonial archival practices dismantle embedded colonial epistemologies 
and restore marginalized indigenous voices. Employing a systematic review of interdisciplinary 
literature, this research analyzes the integration of local oral histories, indigenous traditions, and 
cultural expressions with conventional colonial archival sources. The synthesis yields a 
nuanced, alternative narrative of Malukan resistance through three distinct dimensions, 
archiving hidden indigenous agency overlooked in colonial historiography; establishing 
participatory methodologies that engage local communities in historical knowledge production; 
and formulating institutional critiques against archives and museums acting as prolonged 
instruments of colonial power. Ultimately, decolonizing archives in Maluku drives restorative 
justice and serves as an essential framework for constructing a more inclusive, pluralistic, and 
equitable Indonesian historiography. 

 Keyword: Dekolonisasi Arsip; Maluku; Perlawanan Pribumi; Historiografi Dekolonial; 
Politik Memori. 

 
 

I. PENDAHULUAN 
 

Kepulauan Maluku, yang dikenal dalam 
wacana historis global sebagai Kepulauan 
Rempah-rempah, menyimpan sejarah panjang 
tentang pertemuan antara dunia lokal dan 
kekuatan kolonial Eropa. Sejak kedatangan 
Portugis pada abad ke-16 dan pendirian monopoli 
VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) pada 
abad ke-17, wilayah ini menjadi pusat eksploitasi 
ekonomi sekaligus medan perlawanan yang sengit 
terhadap imperialisme Barat. Peristiwa-peristiwa 
seperti pembantaian penduduk Banda pada tahun 
1621 dan pemberontakan Pangeran Nuku dari 
Tidore pada akhir abad ke-18 hingga awal abad 

ke-19 menjadi bukti bagaimana masyarakat 
Maluku tidak sekadar menjadi korban pasif 
kolonialisme, melainkan aktor yang secara aktif 
melawan dan merumuskan strategi-strategi 
ketahanan yang kompleks (Farid, 2024). 

Namun, wacana tentang perlawanan dan 
kepahlawanan di Maluku selama ini didominasi 
oleh arsip-arsip kolonial yang mencerminkan 
perspektif Eurosentris. Dokumen-dokumen VOC, 
laporan-laporan residen Belanda, dan catatan-
catatan misionaris menjadi sumber utama yang 
membentuk historiografi tentang wilayah ini 
(Mulyanto, 2023). Problem epistemologis yang 
muncul dari ketergantungan pada sumber-
sumber kolonial ini tidak hanya memengaruhi 
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perspektif yang diambil, tetapi juga menciptakan 
batasan mendasar dalam memahami sejarah 
secara objektif dan lengkap. Artinya, historiografi 
menjadi cenderung memegang teguh sistem 
pengetahuan kolonial yang menyembunyikan, 
mereduksi, atau bahkan menghapuskan 
perspektif pribumi serta agensi lokal dari 
panggung sejarah. Arsip kolonial, sebagaimana 
diargumentasikan oleh sejarawan dan teoretikus 
arsip, bukanlah entitas netral yang merekam 
fakta-fakta objektif, melainkan teknologi 
kekuasaan yang dirancang untuk mengatur, 
mengawasi, dan mengendalikan populasi terjajah 
(Stoler, 2006: 267). 

 
Dalam dua dekade terakhir, kesadaran akan 

bias kolonial dalam praktik kearsipan telah 
mendorong munculnya gerakan dekolonisasi 
arsip di berbagai bekas wilayah jajahan, termasuk 
Indonesia (Heryanto, 2018; Genovese, 2016). 
Gerakan ini tidak hanya menuntut akses terhadap 
arsip-arsip yang tersimpan di lembaga-lembaga di 
Belanda, tetapi juga menuntut perubahan 
perubahan fundamental dalam cara arsip 
dideskripsikan, dikurasi, dan ditafsirkan. Lebih 
dari sekadar repatriasi dokumen, dekolonisasi 
arsip melibatkan pembongkaran epistemologi 
kolonial yang mengakar dalam praktik kearsipan, 
serta penggantiannya dengan kerangka kerja yang 
menghormati dan mengintegrasikan sistem 
pengetahuan pribumi. Upaya ini krusial karena 
sistem pengetahuan yang digunakan dalam 
membentuk sejarah wilayah ini selama ini 
cenderung bias dan tidak memperlihatkan 
pengalaman maupun aksi masyarakat pribumi 
secara utuh (Haberstock, 2020). 

Di Maluku, proses dekolonisasi arsip 
memiliki urgensi khusus karena signifikansi 
historis wilayah ini dalam narasi pembentukan 
Indonesia modern. Pahlawan-pahlawan nasional 
seperti Pattimura (Thomas Matulessy) berasal 
dari Maluku, namun uraian perlawanannya sering 
kali dibingkai dalam kerangka nasionalis yang 
cenderung menyederhanakan kompleksitas 
dinamika lokal. Framing perjuangan Pattimura 
dan tokoh-tokoh Maluku lainnya dalam kacamata 
nasionalisme tunggal kerap mengabaikan 
keberagaman pengalaman riil masyarakat 
kepulauan Maluku. Sejarah yang berpusat pada 
agenda integrasi nasional sering kali menihilkan 
keunikan budaya lokal, struktur politik tradisional 
(seperti persekutuan Uli Lima dan Uli Siwa), serta 
motivasi khusus di balik strategi resistensi daerah 
yang sebenarnya sangat bervariasi dan tidak 
selalu sejalan dengan narasi kesatuan yang 
dikonstruksikan oleh pusat. Penyeragaman 

sejarah ini berisiko mengubur kompleksitas relasi 
kuasa lokal dan negosiasi politik yang terjadi di 
tingkat akar rumput selama masa kolonial. Kritik 
terhadap simplifikasi narasi perjuangan ini 
berakar pada analisis mendalam yang dirumuskan 
dalam studi oleh O’Shea (2022) serta Kurniawan 
et al. (2019). 

Selain itu, warisan kolonial di Maluku juga 
meninggalkan trauma kolektif yang mendalam 
dan berlapis. Salah satu titik paling kelam adalah 
peristiwa pembantaian massal di Kepulauan 
Banda pada tahun 1621 oleh VOC, sebuah 
genosida terstruktur yang dampaknya secara 
psikologis dan kultural masih dirasakan oleh 
generasi penerus masyarakat Maluku hingga hari 
ini. Wawasan kritis mengenai trauma kolektif 
yang diwariskan dari generasi ke generasi serta 
memori kelam pembantaian Banda ini mengacu 
pada studi komprehensif yang dilakukan oleh Van 
Donkersgoed (2023) serta McGregor & 
Dragojlovic (2024). Melalui kontribusi riset-riset 
tersebut, fakta sejarah ini kini mulai diakui, digali 
kembali secara kritis, dan didiskusikan secara 
lebih terbuka dalam wacana publik kontemporer 
di Indonesia guna mengembalikan hak suara 
sejarah lokal yang sempat terpinggirkan. 

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara 
kritis bagaimana praktik dekolonisasi kearsipan 
di Kepulauan Maluku berkontribusi pada 
pemahaman yang lebih kaya tentang perlawanan 
dan kepahlawanan dalam historiografi Indonesia. 
Melalui kacamata teori pascakolonial, 
dekolonisasi arsip dipandang bukan hanya 
berkaitan dengan tindakan penataan ulang 
dokumen fisik, melainkan sebuah upaya aktif 
untuk membongkar struktur dan epistemologi 
kolonial yang masih mapan di dalam institusi 
kearsipan modern (Caswell et al., 2017). Upaya 
dekonstruksi ini berakar pada kritik Edward Said 
(1978) mengenai bagaimana representasi 
kekuasaan Barat membentuk pengetahuan 
tentang Timur, serta konsep subaltern dari Gayatri 
Spivak (1988) yang mempertanyakan agensi 
kaum terjajah di dalam teks-teks dominan yang 
cenderung bias dan membungkam suara lokal.  

Berangkat dari kerangka teoretis tersebut, 
dekolonisasi kearsipan dalam studi ini tidak hanya 
diposisikan sebagai wacana abstrak, melainkan 
dioperasikan melalui sejumlah fokus kajian yaitu: 
mengevaluasi dampak dekolonisasi sumber-
sumber arsip terhadap konstruksi sejarah Maluku 
guna (1) meruntuhkan narasi hegemoni yang 
selama ini mapan; (2) mengidentifikasi 
metodologi inovatif yang digunakan untuk 
mengintegrasikan tradisi lisan lokal (oral history 
dan folklore) dengan bahan-bahan arsip kolonial 
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formal guna memulihkan aspek agensi 
masyarakat kepulauan (Bastian, 2006); (3) 
mensintesis narasi-narasi alternatif tentang 
perlawanan dan kepahlawanan yang muncul dari 
praktik arsip dekolonial; (4) membandingkan 
representasi agensi pribumi dalam arsip kolonial 
versus ruang arsip yang telah didekolonisasi; dan 
Mendekonstruksi peran lembaga kearsipan serta 
warisan kolonialnya di Hindia Belanda untuk 
membongkar bagaimana arsip diproduksi bukan 
sebagai penyimpan fakta netral, melainkan 
sebagai instrumen tata kelola kekuasaan yang 
dipenuhi kecemasan epistemis (epistemic 
anxieties) dan bias dalam sejarah Indonesia 
(Stoler, 2009). 

Kerangka konseptual yang digunakan dalam 
artikel ini mendefinisikan dekolonisasi sebagai 
proses pembongkaran epistemologi kolonial yang 
tertanam dalam arsip dan historiografi, dengan 
penekanan pada inklusi sistem pengetahuan 
pribumi dan praktik pengarsipan kolaboratif 
(Genovese, 2016; Haberstock, 2020). Perlawanan 
dan kepahlawanan dipahami tidak hanya sebagai 
tindakan militer atau politik, tetapi juga sebagai 
ekspresi budaya dan sosial yang dilestarikan 
melalui beragam media, termasuk tradisi lisan, 
puisi, seni visual, dan praktik-praktik ritual. 

Teorisasi tentang dekolonisasi arsip dalam 
lanskap akademik kontemporer menunjukkan 
pergeseran krusial dari pemahaman arsip sebagai 
tempat penyimpanan data statis menjadi medan 
perlawanan aktif terhadap epistemicide atau 
penghancuran sistem pengetahuan lokal (Comber, 
2025). Dekolonisasi ini dilakukan dengan 
membongkar bias kolonial, patriarki, dan 
kriminalisasi struktural yang tertanam dalam 
arsip-arsip hukum sejarah (Dorvillé, 2025), serta 
memunculkan kembali narasi dari ruang-ruang 
marginal, seperti suara masyarakat perdesaan 
dalam menyikapi krisis iklim (Beena, 2026). 
Melalui metode kritis seperti counter-mapping 
atau pemetaan tandingan, para peneliti sengaja 
mengusik ketidaknyamanan emosional dalam 
institusi kolonial guna membuka kemungkinan 
dekolonial yang baru (Finden, 2024; Finden, 
2026). Lebih jauh lagi, dekolonisasi arsip 
merambah pada ranah estetik dan sensorik, di 
mana batas-batasi visibilitas bekerjanya beasiswa 
adat ditantang secara konseptual (Staphorst, 
2024), sementara pencarian jejak sejarah 
perempuan kulit hitam di universitas kulit putih 
diibaratkan seperti sebuah perburuan epistemic 
yang krusial (Sattarzadeh, 2024). Sebagai bentuk 
intervensi visual dan spasial, dekolonisasi 
memfungsikan fotografi kepolisian dan arsitektur 
sebagai arsip pelarian (fugitive archives) untuk 

merancang masa depan yang merdeka (Eom, 
2024), sekaligus memanfaatkan platform media 
modern guna mengembalikan hak suara 
pascakolonial yang sempat terbungkam 
(Cyzewski, 2024). 

Di sisi lain, dekolonisasi arsip diwujudkan 
melalui transformasi material, kuratorial, dan 
teknologi yang meredefinisi hubungan antara 
masa lalu kolonial dengan subjek kontemporer. 
Praktik eksperimental seperti rakitan citra-
material (imago-material assemblages) di wilayah 
tertentu membuktikan bahwa arsip dapat 
diciptakan kembali sebagai penemuan dekolonial 
yang hidup (Reyero, 2026). Di benua Eropa, upaya 
ini diwujudkan dengan melatih ulang tata cara 
kuratorial terhadap arsip suara Asia Tenggara 
agar tidak lagi terjebak dalam eksotisme kolonial 
(Yamomo, 2025), yang sejalan dengan 
pemanfaatan kembali arsip kolonial itu sendiri 
sebagai sumber daya kebudayaan dekolonial yang 
transformatif (Basu, 2024). Proses dekolonisasi 
ini juga menuntut pendekatan relasional di era 
otomatisasi digital agar tidak mereproduksi kuasa 
kolonial baru dalam sistem kecerdasan buatan 
(Long, 2025), serta menuntut lensa dekolonial 
yang jeli saat audiens mengalami dan berinteraksi 
dengan arsip mode digital (Schon, 2025). Di 
tingkat kerja sama praktis, rekonstruksi kanon 
seni atau lagu melalui kemitraan internasional 
mampu membangun fungsi arsip sebagai alat 
pedagogis sekaligus sumber daya dekolonial 
(Ingalls, 2024). Di bidang sastra dan seni rupa, 
dekolonisasi meluas hingga penggunaan metafora 
bawah air dan samudra sebagai strategi ingatan 
melawan kehilangan (Young, 2025), pelibatan 
estetika penciuman (olfactory aesthetics) untuk 
membongkar keruntuhan patriarki (Vishwajeet, 
2026), hingga dekonstruksi radikal dalam 
pembuatan dan pembongkaran arsip melalui 
praktik seni kontemporer global (Crisci, 2024). 

Signifikansi teoretis artikel ini terletak pada 
upayanya untuk menjembatani teori kearsipan, 
studi pascakolonial, dan sejarah regional dalam 
kerangka analisis yang integratif. Secara praktis, 
artikel ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi bagi upaya-upaya dekolonisasi yang 
sedang berlangsung di lembaga-lembaga arsip 
dan museum di Indonesia, serta mendukung 
advokasi untuk keadilan restoratif bagi 
komunitas-komunitas yang terdampak kekerasan 
kolonial. Hubungan timbal balik antara 
rekonstruksi sejarah regional dan keadilan 
restoratif tersebut menuntut pembongkaran 
terhadap pondasi epistemologis yang selama ini 
mapan. Lembaga kearsipan tidak dapat lagi 
dipandang sebagai ruang netral penyimpan 
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memori masa lalu, melainkan harus dibaca 
sebagai artefak politik yang merekam bagaimana 
struktur kekuasaan kolonial dibangun dan 
dipertahankan. Untuk memahami bagaimana 
lembaga-lembaga ini mengonstruksi narasi 
sejarah, analisis harus ditarik mundur pada akar 
historis pembentukan tatanan dunia modern itu 
sendiri. 

Bukti paling awal dari tata dunia modern 
yang kita kenal saat ini pada hakikatnya tidak 
dapat dipisahkan dari perluasan proyek 
kolonialisme global. Sebagaimana diuraikan 
secara tajam oleh Walter Mignolo (2007), 
kolonialitas bukanlah sekadar dampak sampingan 
dari modernitas Barat, melainkan fondasi 
konstitutif atau sisi gelap yang memungkinkannya 
eksis. Kolonialitas ini beroperasi melalui apa yang 
disebut sebagai matriks kekuasaan colonial, 
sebuah sistem tata kelola kompleks yang 
diarsiteki dan dikendalikan oleh institusi serta 
pemikir Barat sejak masa Renaisans. Penting 
untuk ditegaskan bahwa matriks ini tidak sekadar 
mewujud dalam struktur politik formal, 
penaklukan militer, atau penguasaan teritorial 
semata. Lebih dari itu, ia merupakan sebuah 
sistem holistik yang menjalin jaringan ekonomi 
kapitalistik, produksi budaya, kendali 
subjektivitas, dan konstruksi identitas secara 
interdependen. Melalui interkoneksi inilah, 
kolonialitas bekerja sebagai totalitas totaliter 
yang mengatur, mendefinisikan, dan 
mendisiplinkan hampir seluruh aspek eksistensial 
kehidupan manusia di belahan bumi selatan. 

Dalam lanskap matriks tersebut Quijano 
(2000: 256) mengonseptualisasikan struktur 
dominasi ini sebagai kolonialitas kekuasaan 
sebagai model klasifikasi sosial universal di mana 
gagasan artifisial mengenai ras diciptakan sebagai 
poros utama untuk mengadili dan memilah 
populasi dunia. Kategorisasi rasial inilah yang 
digunakan untuk melegitimasi pembagian kerja 
global dan distribusi kekuasaan yang timpang 
demi keuntungan imperium kolonial. Dari rahim 
kolonialitas kekuasaan inilah lahir kolonialitas 
pengetahuan. Hubungan kausalitas ini terjadi 
karena kelangsungan hegemoni kolonial tidak 
akan pernah kokoh jika hanya mengandalkan 
instrumen kekerasan fisik atau represi militer. 
Kekuasaan memerlukan basis legitimasi yang 
subtil namun merasuk dalam. Kolonialitas 
pengetahuan dibutuhkan untuk menanamkan 
narasi, kanon rasionalitas, dan sistem 
pengetahuan Eurosentris yang mampu 
menaturalisasi dominasi tersebut. Akibatnya, 
kolonialitas pengetahuan bekerja secara 
sistematis melalui pembunuhan epistemik melalui 

mekanisme yang mengonstruksikan epistemologi 
lokal sebagai sesuatu yang magis, inferior, dan 
pra-modern, sekaligus menguduskan sains Barat 
sebagai satu-satunya metodologi yang universal, 
objektif, dan sah untuk memahami dunia 
(Mignolo, 2007: 375). 

 Menanggapi dominasi epistemik yang 
telah mengakar selama berabad-abad ini, proyek 
dekolonisasi kontemporer tidak boleh berhenti 
pada penyerahan kedaulatan politik atau 
kemerdekaan administratif belaka. Sebagaimana 
didokumentasikan oleh Smith (2021: 67), 
dekolonisasi yang sejati menuntut pembongkaran 
radikal terhadap metodologi penelitian Barat yang 
secara inheren terikat dengan sejarah 
imperialisme. Metodologi konvensional sering 
kali menempatkan masyarakat adat dan lokal 
hanya sebagai objek curahan data yang pasif, yang 
kemudian diteoretisasikan menggunakan 
kacamata Barat. Oleh karena itu, dekolonisasi 
metodologis menjadi agenda krusial untuk 
memulihkan kedaulatan berpikir, meruntuhkan 
klaim universalisme Barat, dan membuka ruang 
aman bagi tumbuhnya cara-cara mengetahui 
(ways of knowing) serta cara-cara mengada (ways 
of being) yang berakar dari kosmologi dan 
pengalaman otentik masyarakat adat. Melalui 
rekonstruksi metodologis ini, pengetahuan lokal 
tidak lagi diletakkan di pinggiran, melainkan 
diposisikan sebagai mitra dialogis yang setara 
dalam upaya global memecahkan krisis 
kemanusiaan. 
 
 

II. METODE PENELITIAN 
 

Metodologi penelitian ini dirancang dengan 
menggunakan pendekatan tinjauan literatur 
sistematis (systematic literature review) melalui 
metode kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk 
mensintesis berbagai temuan dari studi 
interdisipliner yang relevan dengan topik 
dekolonisasi arsip di Kepulauan Maluku. 
Mengingat sifat topik yang multidimensi—
mencakup rumpun ilmu kearsipan, historiografi, 
antropologi, studi pascakolonial, hingga kajian 
budaya—tinjauan sistematis menjadi instrumen 
yang ideal. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat 
mengidentifikasi pola tematik, titik temu 
(konsensus), perbedaan pandangan (divergensi) 
lintas studi, sekaligus memetakan kesenjangan 
yang masih ada dalam literatur ilmiah saat ini 
(Douglas et al., 2018). 

Untuk memastikan cakupan literatur yang 
komprehensif, pertanyaan penelitian utama 
mengenai kontribusi dekolonisasi arsip di 
Kepulauan Maluku terhadap pemahaman 
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perlawanan dan kepahlawanan dalam sejarah 
Indonesia ditransformasikan ke dalam tiga kueri 
penelusuran yang lebih spesifik. Kueri tersebut 
difokuskan pada eksplorasi narasi alternatif 
perlawanan melalui dekolonisasi praktik 
kearsipan, investigasi peran narasi lokal dalam 
membentuk historiografi Indonesia dengan fokus 
Maluku, serta analisis dampak kolonialisme 
terhadap praktik kearsipan di wilayah Kepulauan 
Rempah-rempah tersebut (Balk et al., 2007; 
Septiani et al., 2025). Guna menjaga relevansi dan 
kualitas sumber yang dijaring, peneliti 
menetapkan kriteria inklusi yang ketat, seperti 
batasan studi yang secara eksplisit membahas 
dekolonisasi atau kritik arsip kolonial, berfokus 
pada Maluku atau Indonesia Timur, mengangkat 
tema agensi pribumi, diterbitkan dalam rentang 
tahun 2000 hingga 2025, serta tersedia dalam 
bahasa Indonesia atau Inggris. Sebaliknya, studi 
yang hanya mengulas kolonialisme secara umum 
tanpa dimensi kearsipan atau tidak berpijak pada 
konteks Maluku langsung dieksklusi dari 
penelitian. 

Proses penyaringan awal berbasis kueri 
tersebut berhasil menjaring 98 studi yang 
memenuhi syarat. Peneliti kemudian memperluas 
jangkauan pencarian menggunakan teknik rantai 
kutipan, baik secara mundur dengan memeriksa 
daftar referensi studi inti untuk menemukan 
karya fundamental terdahulu, maupun rantai 
kutipan maju untuk melacak studi lebih baru yang 
telah mengutip makalah inti tersebut guna 
menangkap debat akademik terkini (Karabinos, 
2013). Kombinasi teknik ini menghasilkan 61 
studi tambahan, sehingga total literatur yang 
terkumpul menjadi 159 studi. Setelah melalui 
penilaian relevansi dan kualitas metodologi 
melalui sistem perankingan, sebanyak 156 studi 
dinyatakan relevan, dan 39 di antaranya dipilih 
sebagai korpus utama analisis karena dinilai 
sangat relevan serta representatif dalam mewakili 
berbagai disiplin ilmu, mulai dari sejarah, 
antropologi, kajian budaya, hingga ilmu politik 
(misalnya, Andaya, 1993; Widjojo, 2009). 

Data yang telah terhimpun dalam korpus 
utama kemudian dibedah mendalam 
menggunakan kombinasi pendekatan analisis 
tematik dan analisis wacana kritis. Analisis 
tematik diaplikasikan melalui proses pengodean 
(coding) terstruktur untuk mengklasifikasikan 
teks ke dalam klaster konseptual sehingga pola 
berulang dan tema utama wacana dekolonial 
dapat dipetakan secara jelas. Sementara itu, 
analisis wacana kritis digunakan untuk 
membongkar struktur kekuasaan dan bias 
ideologis di dalam teks. Secara khusus, analisis ini 

mengadopsi teori Stoler (2006) mengenai 
pembacaan arsip kolonial bukan sebagai gudang 
fakta yang netral, melainkan sebagai instrumen 
administrasi kekuasaan yang sarat bias. Melalui 
pisau analisis Stoler, dokumen kolonial di 
Kepulauan Rempah-rempah dibedah sebagai 
produk dari relasi kuasa asimetris, yang pada 
gilirannya memungkinkan peneliti untuk 
memunculkan kembali agensi pribumi serta 
narasi lokal yang selama ini terpinggirkan oleh 
sejarah mainstream. 

Guna memastikan keabsahan dari seluruh 
interpretasi yang dihasilkan, penelitian ini 
menerapkan teknik triangulasi sumber dan 
triangulasi metode untuk meningkatkan validitas 
temuan. Triangulasi sumber dilakukan dengan 
menguji silang temuan dari berbagai rumpun 
literatur, seperti sejarah murni, teori 
pascakolonial, dan studi empiris. Selanjutnya, 
triangulasi metode diwujudkan dengan 
mengonfirmasi keajekan pola tematik 
menggunakan dua pisau analisis yang berbeda, 
yaitu analisis tematik dan analisis wacana kritis. 
Kendati demikian, penelitian ini tetap memiliki 
keterbatasan yang tidak dapat dihindari, terutama 
terkait dominasi literatur berbahasa Inggris 
dalam korpus akademik yang mapan serta 
tingginya ketergantungan pada sumber sekunder. 
Keterbatasan ini muncul akibat adanya hambatan 
akses fisik maupun digital terhadap koleksi arsip 
primer kolonial skala besar, yang hingga saat ini 
sebagian besar masih tersimpan di berbagai 
lembaga kearsipan di Belanda. 

 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Penulisan bagian Hasil dan Pembahasan 
memuat hasil-hasil atau temuan penelitian 
(scientific finding) yang diikuti dengan 
pembahasannya secara ilmiah. Uraian 
pembahasan pada bab Hasil dan Pembahasan 
bersifat deskriptif, analitis dan kritis. Jika 
diperlukan gambar dan tabel, disajikan 
proporsional dan menarik. Tidak terjadi 
pengulangan antara deskripsi dan tabel atau 
gambar yang disajikan. Salah satu temuan paling 
signifikan dari tinjauan literatur adalah konsensus 
yang meluas tentang perlunya mengintegrasikan 
arsip kolonial dengan sejarah lisan lokal dan 
sistem pengetahuan adat untuk menghasilkan 
narasi sejarah yang lebih inklusif dan akurat. 
Sebanyak 23 dari 50 studi yang dianalisis secara 
eksplisit membahas upaya integrasi semacam ini, 
dengan beragam tingkat keberhasilan dan 
kompleksitas metodologis (Van Donkersgoed, 
2023; Gordon et al., 2019). 
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Dekolonisasi arsip kolonial terkait 
perlawanan politik pribumi di Kepulauan Maluku 
bukan hanya memindahkan atau mendigitalisasi 
dokumen fisik, melainkan sebuah pembongkaran 
radikal terhadap struktur epistemik Eurosentris 
yang melekat pada pembentukan arsip tersebut. 
Menggunakan kacamata Stoler (2006, 2010), arsip 
yang diproduksi oleh VOC dan pemerintah Hindia 
Belanda—seperti yang terdokumentasi dalam 
Landsarchivaris (Balk et al., 2007; Elfathir et al., 
2024) bukanlah pencatatan netral, melainkan 
instrumen tata kelola dan kecemasan epistemik 
kolonial. Dokumen-dokumen ini diproduksi untuk 
memantau, mengontrol, dan meredam pergolakan 
pribumi. Ketika perlawanan rakyat Maluku, 
seperti pemberontakan Pangeran Nuku (Widjojo, 
2018) atau Peristiwa Pattimura 1817 (Post, 
2024), dicatat sebagai pemberontakan atau 
tindakan kriminal, arsip tersebut sedang 
menjalankan fungsi coloniality of power (Quijano, 
2000). Oleh karena itu, membaca arsip kolonial 
harus dilakukan secara kritis dengan melawan 
arus dan membongkar bias institusional di balik 
penciptaannya (Bastian, 2006). 

Dalam merekonstruksi suara perlawanan 
pribumi di Maluku, peneliti dihadapkan pada 
batas-batas representasi subaltern. Menilik 
premis Spivak (2025) mengenai "Can the 
Subaltern Speak?", agensi politik aktor lokal di 
Maluku sering kali terkubur di bawah dominasi 
narasi kolonial yang bias gender dan rasial 
(Dorvillé, 2025; Said, 1978). Sebagai contoh, 
narasi mengenai kegigihan lokal di Loloda atau 
Banda kerap direduksi menjadi sekadar catatan 
militer atau laporan administratif yang dingin 
(Christomy & Suharjo, 2019; Farid, 2024). Namun, 
melalui strategi delinking (Mignolo, 2007) dan 
dekolonisasi metodologi (Smith, 2021), studi 
kontemporer berupaya melakukan pemetaan 
tandingan (counter-mapping) terhadap arsip 
kolonial (Finden, 2024). Penafsiran ulang ini 
melahirkan truestoriografi, sebuah penulisan 
sejarah yang menggeser fokus dari kekerasan 
kolonial massal menuju resiliensi, memori 
kolektif, dan hak hidup masyarakat kepulauan 
yang selama ini dimarginalkan (Farid, 2024; Van 
Donkersgoed, 2023). 

Lebih jauh lagi, dekolonisasi menuntut 
pengakuan terhadap bentuk arsip alternatif yang 
berada di luar tradisi tekstual Barat. Di Kepulauan 
Maluku, memori perlawanan dan relasi sosial 
justru hidup subur melalui tradisi lisan, lanskap 
budaya, traktat lokal, hukum adat (adat), serta 
lagu-lagu rakyat (McGregor & Dragojlovic, 2024; 
van Engelenhoven, 2021). Konstruksi ini sejalan 
dengan konsep arsip dekolonial sebagai sumber 

daya budaya (Basu, 2024) yang melampaui batas 
fisik ruang penyimpanan formal. Ketika ingatan 
kolektif tentang genosida Banda tahun 1621 atau 
Perang Payudara di masa akhir VOC (Farid, 2024; 
Gordon et al., 2019) dipertahankan melalui media 
seni, sastra, dan tradisi performatif, masyarakat 
Maluku sebenarnya sedang mempraktikkan 
resistensi terhadap epistemicide atau 
pembunuhan sistematis terhadap pengetahuan 
lokal (Comber, 2025; Crisci, 2024). Arsip non-
tekstual ini menginterupsi hegemoni narasi 
tertulis Belanda dan menghadirkan dimensi 
afektif serta emosional yang selama ini sengaja 
dihapus dari lembar-lembar dokumentasi kolonial 
(Finden, 2026). 

Pada ranah kontemporer, dekolonisasi arsip 
Maluku berwujud manifestasi politik praktis dan 
tata kelola pengetahuan global melalui heritage 
diplomacy serta gerakan repatriasi (Abdillah & 
Nuraeni, 2025; van Beurden, 2022). Pengembalian 
artefak dan dokumen sejarah yang sempat 
dipindahkan secara paksa menjadi momentum 
penting untuk mendefinisikan ulang pahlawan 
nasional dan memori publik Indonesia 
(Arainikasih, 2024; Karabinos, 2013). Namun, 
tantangan baru muncul di era digitalisasi. 
Desentralisasi dan otomatisasi arsip digital harus 
dirancang dengan intensi dekolonial agar tidak 
mengulang pola kategorisasi kolonial yang 
hierarkis (Caswell et al., 2017; Long, 2025). 
Mengubah deskripsi arsip (archival description) 
dengan melibatkan perspektif komunitas local, 
atau dekolonisasi partisipatif (Haberstock, 2020) 
sebagi kunci utama agar arsip kolonial Maluku 
bertransformasi dari alat penundukan masa lalu 
menjadi ruang emansipasi politik dan pemulihan 
martabat sejarah pribumi di masa kini 
(Supratman, 2021; Utami et al., 2024). 

Berikut adalah sintesis teoretis yang 
memetakan data sejarah Perlawanan Maluku ke 
dalam kerangka konseptual kritis yang diringkas 
dalam bentuk Tabel 1. Narasi sejarah bentukan 
Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) secara 
konsisten mereduksi realitas Kepulauan Banda 
pasca-1621 ke dalam perspektif eurosentris yang 
bias kekuasaan. Dokumentasi resmi kolonial 
sengaja mengonstruksi tindakan brutal berupa 
pembantaian massal sebagai langkah logis, efisien, 
dan krusial demi menegakkan kestabilan tata 
niaga serta monopoli komoditas pala di pasar 
global. Hegemoni tekstual ini mengabaikan 
kedaulatan masyarakat pribumi dengan 
menyematkan stigma negative, seperti tidak 
andal, eratis, dan pemberontak guna melegitimasi 
penaklukan militer secara masif. Pendekatan 
positivistik kolonial ini secara sistematis 
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menghapus tatanan sosial-politik lokal dan 
menempatkan masyarakat Banda semata-mata 

sebagai objek tak berdaya dalam kronik perluasan 
kapitalisme barat. 

 
Tabel 1.  Pemataan Sintesis Teoretis Sejarah Perlawanan Maluku dalam Kerangka Kritis 

Fokus Kajian / Data Arsip 
Basis Teori & Literatur 
Utama 

Interpretasi Kritis & Dekolonial 

Arsip Administrasi VOC & 
Pemerintah Hindia Belanda 
(Catatan Batavia, 
Landsarchivaris) 

Stoler (2006, 2010); 
Quijano (2000); Elfathir et 
al. (2024) 

Arsip bukan rekaman fakta objektif, melainkan 
teknologi kekuasaan (arts of governance) untuk 
mengontrol resistensi pribumi dan meredam 
kecemasan epistemik kolonial. 

Narasi Perlawanan Lokal 
(Pemberontakan Nuku, Perang 
Pattimura, Konflik Loloda) 

Spivak (2025); Mignolo 
(2007); Widjojo (2018); 
Post (2024) 

Mengangkat suara subaltern yang 
dikriminalisasi kolonial lewat strategi delinking. 
Menggeser perspektif dari "pemberontak" 
menjadi agensi politik pribumi yang sah. 

Genosida Banda (1621) & 
Kekerasan Kolonial 

Farid (2024); Van 
Donkersgoed (2023); 
Said (1978) 

Mentransformasi memoria passionis (memori 
trauma) menjadi truestoriografi yang berpusat 
pada resiliensi masyarakat kepulauan, menolak 
bias Orientalisme Barat. 

Tradisi Lisan, Lagu Rakyat, & 
Hukum Adat Maluku 

Basu (2024); McGregor & 
Dragojlovic (2024); van 
Engelenhoven (2021) 

Memosisikan tradisi non-tekstual sebagai 
"arsip dekolonial" hidup yang melawan 
epistemicide dan melengkapi kekosongan 
afektif dalam dokumen tertulis Belanda. 

Repatriasi Dokumen & Tata 
Kelola Digital (Displaced 
Archives, Deskripsi Arsip) 

Karabinos (2013, 2015); 
Smith (2021); Haberstock 
(2020); Caswell et al. 
(2017) 

Repatriasi fisik dan restrukturisasi deskripsi 
arsip digital secara partisipatif adalah langkah 
memulihkan kedaulatan sejarah dan 
meruntuhkan hegemoni kuratorial Barat. 

Sumber: Data Diolah 

 
Sebagaimana dikritisi oleh van 

Donkersgoed (2023) dalam studinya mengenai 
dekolonialisasi arsip:  "Rather than revolving 
around the arrival and conquest by European 
merchants (including the Portuguese prior to the 
Dutch), their history is rooted in pre-colonial 
heroes, the arrival of Islam in the islands, and the 
resistance of local leaders to Dutch colonial 
dominance. Their story therefore revolves around 
resistance and resilience rather than victimhood 
and oppression."   

Sebaliknya, tradisi lisan kontemporer dan 
manuskrip lokal seperti Hikayat tentang Pulau 
Lonthoir membuka tabir sejarah yang selama ini 
sengaja digelapkan oleh arsip resmi Belanda. 
Melalui penuturan turun-temurun, tatanan nilai 
masyarakat Banda dikonstruksi ulang bukan dari 
titik mula kedatangan bangsa Eropa, melainkan 
dari kedalaman akar spiritual Islam dan sistem 
kepemimpinan komunal yang berdaulat. Tradisi 
lisan membuktikan bahwa jauh sebelum VOC 
memaksakan hegemoninya, masyarakat Banda 
telah memiliki sistem musyawarah melalui 
pembagian aliansi Orlima (Persekutuan Lima) dan 
Orsia (Persekutuan Sembilan). Dimensi-dimensi 
kultural-spiritual inilah yang absen dari dokumen 
kolonial, sebab VOC hanya berfokus pada 
kalkulasi komersial dan penaklukan fisik. Melalui 
pelestarian memori alternatif ini, masyarakat 
pribumi berhasil merebut kembali hak agensi 

mereka, menunjukkan bahwa identitas historis 
mereka tidak pernah terkikis habis oleh genosida 
kolonial.  Secara spesifik, strategi pertahanan dan 
dinamika perlawanan sehari-hari masyarakat 
pribumi di lapangan sengaja disembunyikan atau 
didegradasi dalam catatan VOC. Dokumen kolonial 
umumnya hanya mencatat hasil akhir penaklukan 
atau menggambarkan resistensi lokal sebagai 
gangguan keamanan yang tidak terorganisasi.  

Namun, fakta di lapangan menunjukkan 
dinamika yang jauh lebih kompleks, di mana 
masyarakat Banda memiliki kecerdasan taktis, 
termasuk mendirikan kamp-kamp militer 
mandiri, menggalang aliansi strategis antarpulau, 
serta memanfaatkan jalur diplomasi formal 
melalui tokoh-tokoh lokal yang terdidik dan fasih 
berbahasa asing guna menandingi agresi militer 
Belanda. Pola perlawanan sistematis inilah yang 
tidak tercermin dalam dokumen resmi penjajah. 
Fenomena penderitaan mendalam sekaligus 
ketahanan kultural yang luar biasa ini dianalisis 
secara tajam oleh Farid (2024), yang menegaskan:  
"Kekejaman JP. Coen menjadi kenangan masa lalu 
yang sulit dilupakan orang Banda. Menjadi sebuah 
Memoria in Passionis, yaitu suatu ingatan di masa 
lampau yang tak mungkin lupa dari ranah 
kehidupan karena peristiwa yang begitu 
menyakitkan fisik maupun psikis yang terekam dari 
generasi ke generasi. Hantaman peristiwa 
kekerasan kemanusiaan (violence) seperti inilah 
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yang menjadi ingatan penderitaan kolektif bagi 
orang Banda."    

Konstruksi ulang terhadap aspek-aspek 
pengalaman pribumi yang hilang dilakukan 
dengan menyejajarkan tradisi lisan, ritual adat, 
dan ekspresi seni budaya pada kedudukan ilmiah 
yang setara dengan dokumen tertulis kolonial. 
Praktik dekolonialisasi sejarah ini menuntut 
perluasan definisi arsip dengan memasukkan 
instrumen kebudayaan hidup seperti tarian 
perang Cakalele serta nyanyian adat Kabata, 
sebagai dokumen sejarah yang valid. Melalui 
medium-medium budaya tersebut, rincian 
peristiwa traumatis, rute pelarian geografi, hingga 
taktik bertahan hidup masyarakat pribumi 
dikodekan dan diwariskan melintasi batas 
generasi. Integrasi metodologis ini membongkar 
kepalsuan klaim objektivitas arsip kolonial, 
menyingkap bahwa catatan administratif 
keagamaan maupun dagang imperial pada 
dasarnya merupakan instrumen politik untuk 
melanggengkan kekuasaan penjajah.   

Perpaduan interdisipliner antara dokumen 
tertulis dan sejarah lisan tidak sekadar 
memperkaya khazanah historiografi, melainkan 
berfungsi sebagai instrumen restoratif bagi 
komunitas yang mengalami trauma antargenerasi. 
Ketika ingatan kolektif yang tersimpan dalam 
ruang-ruang sunyi masyarakat adat diangkat ke 
permukaan, proses penyembuhan kultural atas 
kepedihan masa lalu dapat diwujudkan secara 
berkeadilan. Penulisan ulang sejarah yang 
dekolonial ini mengubah posisi masyarakat Banda 
dari status korban yang pasif dalam narasi 
eurosentris menjadi pelaku aktor sejarah politik 
perlawanan anti-kolonialisme yang tangguh 
dalam lini masa peradaban Pulau Banda sendiri. 
Upaya transformatif ini menantang kemapanan 
identitas historis yang diwariskan oleh pemenang 
kolonial dan membuka jalan bagi rekonstruksi 
masa lalu yang lebih jujur, inklusif, dan humanis.   

Namun integrasi sumber-sumber ini 
bukannya tanpa tantangan. Beberapa penelitian 
mencatat kesulitan dalam menyeimbangkan 
dominasi arsip kolonial, yang sering kali lebih 
terstruktur, terdokumentasi dengan baik, dan 
mudah diakses, dengan ragam sumber non-
kolonial seperti tradisi lisan, dokumen tidak 
resmi, atau keterangan budaya lain yang mungkin 
tersebar, tidak terdokumentasi secara formal, 
atau disampaikan dalam bahasa dan dialek lokal. 
Dalam tinjauan kritisnya tentang historiografi 
Indonesia, Mulyanto (2023) melalui analisis 
komparatif-tekstualnya mengidentifikasi dilema 
metodologis yang dihadapi para sejarawan. Di 
satu sisi, temuan utama Mulyanto menunjukkan 

bahwa arsip kolonial menawarkan detail 
kronologis dan administratif yang tak tertandingi; 
namun di sisi lain, tradisi lisan dan dokumen 
domestik tersebut mengandung perspektif serta 
kategori analitik pribumi yang tidak dapat 
direduksi ke dalam kerangka berpikir kolonial. 

Resolusi terhadap dilema ini, menurut 
literatur, terletak pada adopsi metodologi yang 
tidak sekadar menambahkan tradisi lisan atau 
dokumen tidak resmi sebagai pelengkap, tetapi 
secara fundamental mengubah kerangka 
interpretasi. Pendekatan fenomenologis-historis 
yang diusulkan oleh Farid, misalnya, menekankan 
perlunya membaca melawan arus terhadap arsip 
kolonial, yaitu membaca dokumen-dokumen 
kolonial bukan untuk mencari fakta-fakta objektif 
tetapi untuk mengungkap apa yang sengaja 
dihilangkan, ditekan, atau didistorsi oleh logika 
kekuasaan kolonial (Farid, 2024). Pada akhirnya, 
kegagalan dalam mengatasi ketimpangan 
dokumentasi antara arsip resmi dan memori lisan 
ini tidak hanya akan melanggengkan bias 
eurosentris, tetapi juga menghambat proyek 
dekolonisasi historiografi dalam menghasilkan 
narasi sejarah nasional yang mandiri dan 
emansipatif. 

Proses integrasi berbagai sumber arsip 
berhasil melahirkan narasi-narasi alternatif 
tentang perlawanan dan kepahlawanan yang 
secara signifikan memperkaya, bahkan dalam 
beberapa kasus menantang, historiografi 
konvensional tentang Maluku. Sebanyak 17 studi 
dalam korpus yang dianalisis secara khusus 
berfokus pada pengungkapan narasi semacam ini 
(Widjojo, 2018; Rahman et al., 2023). Salah satu 
contoh yang paling menonjol adalah re-
interpretasi terhadap pemberontakan Pangeran 
Nuku dari Tidore (c. 1780-1810). Dalam 
historiografi kolonial, pemberontakan ini sering 
digambarkan sebagai konflik antar-kesultanan 
atau sebagai perlawanan yang terfragmentasi dan 
pada akhirnya gagal (Post, 2024). Namun, 
penelitian Widjojo (2018) yang mengintegrasikan 
sumber-sumber kolonial dan pribumi 
mengungkapkan bahwa Pangeran Nuku 
mengembangkan strategi aliansi lintas budaya 
yang sangat canggih, melibatkan tidak hanya 
kerajaan-kerajaan Maluku tetapi juga Inggris, 
Ternate, dan berbagai kelompok etnis di Papua. 
Lebih dari sekadar perlawanan militer, gerakan 
Nuku mencakup dimensi ekonomi (penolakan 
terhadap monopoli VOC), diplomatik (negosiasi 
dengan kekuatan Eropa saingan), dan ideologis 
(penggunaan Islam sebagai pemersatu melawan 
kekuatan Kristen Belanda) (Post, 2024). Narasi 
alternatif juga muncul tentang peristiwa yang 
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lebih lokal, seperti pembunuhan posthouder 
(kepala pos) Belanda Scheerder dan insiden yang 
dikenal dalam tradisi lisan Aru sebagai Perang 
Payudara atau Jifar Folfolun (Gordon et al., 2019) 
yang membandingkan narasi Belanda dan 
Malukan tentang insiden yang terjadi pada masa-
masa akhir kekuasaan VOC di Kepulauan Aru. 
Sementara dokumen-dokumen Belanda 
menyajikan peristiwa tersebut sebagai 
pemberontakan biadab yang memerlukan 
tindakan keras, tradisi lisan Aru 
menggambarkannya sebagai respons balik 
terhadap pelanggaran adat yang dilakukan oleh 
perwakilan VOC (Gordon et al., 2019). 

Perbedaan radikal dalam penyebutan 
insiden antara pembunuhan kepala pos oleh 
Belanda dan Perang Payudara (Jifar Folfolun) oleh 
masyarakat Aru bukan hanya berkaitan dengan 
masalah pilihan kata, melainkan sebuah benturan 
representasi yang memiliki implikasi sosial-
politik yang masif. Dokumen kolonial secara 
sengaja menggunakan terminologi kriminalitas 
dan anarki untuk melegitimasi kekerasan militer 
(punitieve expedities) atas nama penegakan 
hukum dan ketertiban. Sebaliknya, penyebutan 
Jifar Folfolun dalam tradisi lisan menunjukkan 
bahwa bagi masyarakat lokal, insiden tersebut 
adalah aksi penegakan hukum adat yang sakral 
demi memulihkan martabat komunitas yang 
dilecehkan oleh keserakahan ekonomi dan moral 
VOC. Gordon et al. (2019) mencatat bagaimana 
tradisi lisan ini berfungsi sebagai arsip tandingan 
yang menjaga memori kolektif lokal tetap hidup, 
memelihara solidaritas sosial antar-marga di Aru, 
sekaligus mengukuhkan identitas politik mereka 
yang menolak tunduk pada hegemoni hukum 
Barat yang dipaksakan. 

Bila dianalisis lebih luas, dikotomi narasi ini 
mencerminkan adanya konflik epistemologis yang 
mendalam, di mana terjadi benturan ruang hidup 
antara rasionalitas hukum tertulis Eropa dan 
kosmologi hukum adat lokal. Kolonialisme 
beroperasi dengan asumsi superioritas 
rasionalitas Eropa, di mana arsip tertulis kolonial 
dianggap sebagai satu-satunya kebenaran 
objektif, sementara tradisi lisan pribumi 
dipinggirkan sebagai dongeng atau mitos yang 
tidak valid. Konflik epistemologis ini menyingkap 
bagaimana VOC dan pemerintah kolonial 
menggunakan sains, hukum, dan pencatatan arsip 
sebagai instrumen penaklukan untuk 
mendefinisikan siapa yang beradab dan siapa 
yang biadab. Akibatnya, seperti yang ditekankan 
dalam studi Widjojo (2018), agensi politik tokoh 
lokal seperti Pangeran Nuku yang memiliki 
kapasitas diplomasi internasional mutakhir sering 

kali direduksi dalam teks kolonial hanya sebagai 
pengacau keamanan atau pemberontak demi 
mempertahankan status quo narasi superioritas 
Eropa. 

Secara politis, perbedaan ini menegaskan 
bahwa penulisan sejarah (historiografi) adalah 
medan pertempuran kekuasaan dan relasi 
kekuasaan politik yang nyata. Penguasa kolonial 
mengontrol narasi untuk memutus legitimasi 
politik para pemimpin lokal dan menjustifikasi 
perampasan ruang ekonomi serta monopoli 
cengkih dan pala di Maluku. Ketika perlawanan 
Nuku berhasil mengintegrasikan kekuatan lintas 
budaya dari Maluku hingga Papua, struktur 
kolonial terguncang karena aliansi tersebut 
meruntuhkan politik pecah belah (devide et 
impera)model kolonial. Oleh karena itu, 
mengintegrasikan tradisi lisan dan arsip lokal ke 
dalam historiografi modern bukan sekadar upaya 
romantisisme masa lalu, melainkan sebuah 
tindakan dekolonisasi pengetahuan. Langkah ini 
mengembalikan kedaulatan sejarah kepada 
masyarakat Maluku, sekaligus membongkar bias 
kolonial yang berabad-abad telah mengubur 
kompleksitas strategi, ideologi, dan heroisme 
sejati masyarakat lokal. Untuk mempermudah 
pemahaman terhadap analisis di atas, pada Tabel 
2 disajikan rangkuman perbedaan konflik 
epistemologis dan politik kekuasaan antara pihak 
kolonial dan masyarakat local. 

Dalam konteks yang berbeda namun 
relevan, studi Christomy & Suharjo (2019) tentang 
tiga naskah perjanjian Ternate-Belanda abad ke-
19 menunjukkan bahwa bahkan di dalam 
dokumen kolonial sekalipun, terdapat ruang 
ambiguitas yang dapat dibongkar melalui analisis 
metafora dan ekspresi puitis. Mereka menemukan 
bahwa hubungan antara Belanda, Kesultanan 
Ternate, dan wilayah taklukan seperti Loloda 
tidak dapat dibaca secara harfiah sebagai 
hegemoni sederhana. Sebaliknya, bahasa 
perjanjian menyembunyikan negosiasi, resistensi 
diam-diam, dan klaim-klaim kedaulatan yang 
saling tumpang tindih (Christomy & Suharjo, 
2019). Pendekatan poetik yang ditawarkan, 
meskipun belum secara eksplisit menggunakan 
kerangka dekolonial, membuka jalan bagi 
pembacaan melawan arus yang tidak hanya 
mengandalkan tradisi lisan sebagai sumber 
eksternal, tetapi juga menggali subteks 
perlawanan di dalam arsip kolonial itu sendiri. 
Narasi-narasi alternatif ini tidak hanya berasal 
dari tradisi lisan tetapi juga dari sumber-sumber 
sastra dan artistik. Septiansi et al.  (2025) 
menganalisis puisi "Amsterdam-Batavia" karya 
Zeffry J. Alkatiri sebagai sumber sejarah alternatif 
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yang merepresentasikan kekerasan kolonial dan 
penderitaan pribumi dengan cara yang tidak 
mungkin tertangkap oleh arsip-arsip resmi. 
Demikian pula, studi Sudibyo & Taufiqurrohman 
(2025) tentang tiga fiksi Indonesia yang 

merefleksikan trauma kolonial menunjukkan 
bagaimana sastra dapat berfungsi sebagai memori 
kolektif yang melestarikan dan mentransmisikan 
pengalaman kolonial lintas generasi. 
 

 
Tabel 2. Perbedaan konflik epistemologis dan politik kekuasaan antara pihak kolonial dan masyarakat lokal 

Dimensi 
Analisis 

Sudut Pandang Kolonial 
(Belanda/VOC) 

Sudut Pandang Masyarakat Lokal 
(Maluku/Aru/Tidore) 

Penyebutan 
Insiden 

Pembunuhan Posthouder Scheerder; 
Pemberontakan Pangeran Nuku. 

Jifar Folfolun (Perang Payudara); Gerakan 
Pembebasan/Aliansi Lintas Budaya Nuku. 

Konflik 
Epistemologis 

Kebenaran mutlak bertumpu pada arsip 
tertulis; menganggap hukum adat lokal 
sebagai anarki dan "tidak beradab". 

Kebenaran dirawat melalui tradisi lisan dan 
hukum adat (sasi/adat); menolak rasionalitas 
Barat yang eksploitatif. 

Karakterisasi 
Gerakan 

Kriminalitas, gangguan keamanan, 
konflik internal antar-kesultanan yang 
terfragmentasi. 

Perjuangan multidimensi (ekonomi, diplomatik, 
ideologis berbasis Islam) dan penegakan harga 
diri adat. 

Politik 
Kekuasaan 

Legitimasi monopoli ekonomi, pasifikasi 
militer, dan pengukuhan dominasi politik 
Eropa. 

Mempertahankan kedaulatan wilayah, hak 
ekonomi atas rempah, dan pemulihan tatanan 
kosmis-sosial yang dirusak VOC. 

Implikasi Sosial-
Politik 

Penghancuran struktur kepemimpinan 
lokal dan marginalisasi identitas pribumi 
dalam sejarah. 

Perawatan memori kolektif perlawanan, 
penguatan solidaritas antar-marga, dan 
dekolonisasi sejarah Maluku. 

Sumber: Data Diolah. 

  
Namun, penting untuk dicatat bahwa 

munculnya narasi alternatif ini tidak berarti 
bahwa historiografi Indonesia secara keseluruhan 
telah berubah secara fundamental. Beberapa 
penelitian mengkritik dominasi narasi 
kepahlawanan yang militeristik dan berpusat 
pada elite dalam wacana resmi Indonesia, yang 
cenderung meminggirkan bentuk-bentuk 
perlawanan akar rumput dan non-militer (O’shea, 
2023). O'Shea, dalam analisisnya tentang politik 
pengakuan di Indonesia pasca-Soeharto, 
menunjukkan bahwa negara masih memainkan 
peran sentral dalam menentukan siapa yang 
diakui sebagai "pahlawan nasional" dan dengan 
kerangka naratif apa, sering kali mengorbankan 
pahlawan-pahlawan lokal yang narasinya tidak 
sesuai dengan agenda nasionalis. Dimensi penting 
lain dari dekolonisasi arsip adalah kritik 
institusional terhadap lembaga-lembaga arsip dan 
museum, baik yang didirikan pada masa kolonial 
maupun pascakolonial. Sebanyak 15 studi dalam 
korpus yang dianalisis membahas secara kritis 
peran institusi-institusi ini dalam 
mempertahankan, atau dalam beberapa kasus 
menantang warisan kolonial (Elfathir et al., 2024; 
Arainikasih, 2024). 

Analisis Stoler tentang arsip kolonial 
sebagai seni pemerintahan memberikan kerangka 
teoretis yang berpengaruh untuk memahami 
bagaimana arsip-arsip VOC dan pemerintahan 
kolonial Hindia Belanda bukan hanya merekam 
realitas, tetapi secara aktif mendisiplinkan 

populasi terjajah (Stoler, 2006). Analisis ini 
berakar kuat dari tradisi teori pascakolonial yang 
secara radikal menggugat netralitas dokumentasi 
resmi melalui empat grand theory utama seperti 
kritik oposisi biner Barat-Timur dalam 
Orientalisme Said (1978), pelacakan suara kaum 
tertindas lewat Teori Subaltern Spivak & Guha 
(1988), pembongkaran ruang tiruan identitas 
dalam teori Hibriditas Bhabha (1994), serta 
kontrol melalui konsensus budaya dalam Teori 
Hegemoni Gramsci (1971). Melalui sintesis 
teoretis ini, Stoler (2006) memperlihatkan bahwa 
dokumen administratif sehari-hari sebenarnya 
adalah perwujudan wacana kekuasaan yang 
dirancang untuk membuat populasi terjajah 
menjadi terbaca (legible) demi mempermudah 
pengawasan, klasifikasi, dan intervensi birokratis. 

Dalam praktiknya, teknologi kekuasaan ini 
bekerja dengan mereifikasi kategori identitas 
lokal seperti adat, di mana tradisi masyarakat 
pribumi yang semula dinamis dan cair dibekukan 
menjadi kodifikasi hukum yang kaku demi 
kepentingan kendali administrasi kolonial. Proses 
dokumentasi yang mekanis ini telah 
mengakibatkan distorsi sejarah yang massif, 
suara, agensi, dan resistensi aktif kaum terjajah 
sengaja diredam, disaring, atau bahkan 
dihilangkan dari lembaran resmi agar tidak 
mengganggu stabilitas narasi kolonial (Stoler, 
2006). Oleh karena itu, di bawah bayang-bayang 
silsilah pascakolonial, membaca arsip VOC dan 
Hindia Belanda saat ini menuntut sebuah metode 
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kritis melawan arus untuk membongkar bias 
kekuasaan dan menemukan kembali rekam jejak 
agensi pribumi yang tersembunyi di balik teks 
kolonial. 

Secara komparatif, Gibson (2008) 
menawarkan perspektif historis yang melengkapi 
analisis Stoler dengan menunjukkan bahwa 
otoritas birokratis colonial yang ditopang oleh 
akses tertutup terhadap arsip dan dokumen 
merupakan salah satu dari tiga bentuk institusi 
politik yang secara berturut-turut hadir di Asia 
Tenggara, bersama dengan otoritas stranger-king 
pra-Islam dan otoritas karismatik shaikh Islam 
pasca-1605. Menurut Gibson, ketiga institusi ini 
memiliki kesamaan fungsional: masing-masing 
berusaha untuk menjauhkan (estrange) otoritas 
politik dari konflik dan faksionalisme sehari-hari 
yang melibatkan rakyat biasa (Gibson, 2008). 
Kritik kelembagaan terhadap lembaga arsip di 
Indonesia sendiri dilakukan oleh Elfathir dan 
koleganya, yang meneliti 
bagaimana landsarchivaris (arsiparis tanah) 
kolonial Belanda secara aktif digunakan untuk 
membendung organisasi-organisasi kebangkitan 
nasional pada awal abad ke-20 (Elfathir, 2024). 
Dengan mengontrol akses terhadap dokumen-
dokumen dan mengintensifkan pengawasan 
terhadap tokoh-tokoh pergerakan, lembaga arsip 
kolonial berfungsi sebagai instrumen intelijen dan 
represi, bukan sekadar repositori netral. 

Bentuk kontrol yang lebih halus namun 
tidak kalah penting terlihat dalam naskah Surat 
Perjanjian Sultan Ternate No. 42, yang menurut 
Limbong (2021: 354) memuat hukum dan 
peraturan yang ditetapkan oleh otoritas Belanda 
sebagai bagian dari proyek unifikasi hukum 
kolonial di wilayah Ternate. Naskah ini, yang kini 
tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik 
Indonesia, secara tekstual merekam bagaimana 
hukum kolonial dipaksakan untuk menggantikan 
atau mensubordinasi hukum adat setempat—
sebuah praktik kearsipan yang tidak hanya 
mendokumentasikan tetapi juga melakukan 
kekuasaan kolonial melalui medium tulisan 
(Limbong, 2021: 360). 

Warisan kolonial ini, menurut literatur, 
tidak berakhir begitu saja dengan kemerdekaan 
Indonesia. Lembaga-lembaga arsip dan museum 
pascakolonial terus bergulat dengan epistemologi 
kolonial yang mengakar, yang tercermin dalam 
praktik deskripsi, kategorisasi, dan kurasi 
(Arainikasih, 2024). Studi tentang museum-
museum provinsi di Indonesia, misalnya, 
mengungkapkan bagaimana narasi kolonial dalam 
cara pandang Eurosentris masih 
mengonstruksikan masyarakat pribumi sebagai 

entitas yang pasif, eksotis, atau subordinat yang 
tetap bertahan dalam tata pamer, pelabelan, dan 
interpretasi, meskipun ada upaya-upaya 
dekolonisasi. 

Ketika museum provinsi berusaha 
membongkar bias tersebut, mereka sering kali 
terjebak dalam pembentukan narasi nasionalis, 
sebuah diskursus yang berpusat pada 
penyeragaman identitas tunggal demi integrasi 
nasional dan pelestarian sejarah perjuangan 
kolektif yang berporos di Jawa (Jawasentris). 
Akibat dominasi kedua diskursus besar ini, 
perspektif lokal yang mencakup memori kolektif, 
pengetahuan tradisional, sistem nilai, serta 
pengalaman sejarah otentik dari komunitas di luar 
pusat kekuasaan ini, sering kali terpinggirkan. 
Studi yang menganalisis fenomena "melihat ke 
belakang dari pinggiran" menegaskan bahwa 
dalam proses kurasinya, museum-museum 
provinsi pada akhirnya cenderung mereproduksi 
narasi nasionalis yang hegemonik tersebut, 
sehingga mengorbankan narasi sejarah lokal yang 
bersifat alternatif dan partikular. Namun, ada juga 
tanda-tanda perubahan positif. Inisiatif-inisiatif 
untuk mendekolonisasi deskripsi arsip melalui 
teknologi data terkait dan keterlibatan partisipatif 
mulai dikembangkan. Douglas dan koleganya 
mengusulkan penggunaan data terkait (linked 
data) untuk mengakomodasi asal-usul arsip yang 
kompleks dan perspektif pribumi yang selama ini 
terpinggirkan oleh skema deskripsi arsip 
tradisional (Douglas et al., 2018). Sementara itu, 
Haberstock mengadvokasi "deskripsi partisipatif" 
sebagai metodologi untuk melibatkan komunitas 
adat dalam proses deskripsi arsip, sehingga 
memungkinkan representasi yang lebih akurat 
dan hormat terhadap sistem pengetahuan local 
(Haberstock, 2020). 

Tema sentral lain yang muncul dari literatur 
adalah hubungan antara dekolonisasi arsip dan 
politik memori serta identitas di Indonesia 
kontemporer. Sebanyak 15 studi secara eksplisit 
membahas bagaimana kontestasi atas arsip dan 
narasi sejarah mencerminkan perjuangan yang 
lebih luas atas pengakuan, representasi, dan 
keadilan di masyarakat pascakolonial (O’shea, 
2023; Utami et al., 2024). Salah satu isu yang 
paling kontemporer adalah repatriasi arsip dan 
benda-benda budaya yang dibawa ke Belanda 
selama periode kolonial. Sejak pengakuan 
kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 
1949, terjadi negosiasi yang berlarut-larut 
tentang pengembalian arsip-arsip yang disita atau 
dipindahkan (Karabinos, 2013; 2015). Dalam 
serangkaian studinya tentang "arsip yang 
mengungsi" (displaced archives), menunjukkan 
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bahwa masalah ini tidak hanya teknis tetapi juga 
sangat politis, menyangkut klaim atas kedaulatan 
pengetahuan dan legitimasi negara pascakolonial 
(Karabinos, 2015; van Beurden, 2022). 

Dalam beberapa tahun terakhir, repatriasi 
arsip dan benda-benda budaya telah dibingkai 
ulang sebagai praktik dekolonial dan diplomasi 
warisan. Abdillah & Nuraeni (2025) menganalisis 
diplomasi warisan antara Indonesia dan Belanda 
dalam konteks repatriasi sebagai bentuk keadilan 
restoratif dan upaya untuk mengatasi 
ketidakadilan historis Sementara itu, Smith dan 
koleganya mengkaji undang-undang 
perlindungan warisan budaya Indonesia dan 
menyoroti tantangan-tantangan dalam repatriasi, 
termasuk ketegangan antara kepentingan negara 
dan tuntutan masyarakat adat akan kepemilikan 
dan kontrol atas warisan budaya mereka (Smith et 
al., 2022). Politik memori juga termanifestasi 
dalam perdebatan tentang pahlawan nasional dan 
kritik terhadap narasi-narasi yang berpusat pada 
orang-orang besar (great men) dalam sejarah 
Indonesia. Kurniawan et al., (2019) mengkritik 
dominasi historiografi Indonesia yang berfokus 
pada figur-figur elite dan militer, yang 
mengakibatkan terpinggirkannya pahlawan-
pahlawan lokal dan bentuk-bentuk perlawanan 
kolektif. Perlu adanya politik memori alternatif 
yang lebih inklusif dan menghormati keragaman 
pengalaman sejarah di berbagai daerah, termasuk 
Maluku. Meskipun terdapat kemajuan signifikan 
dalam praktik dekolonisasi arsip, literatur juga 
mengidentifikasi berbagai tantangan metodologis 
yang masih perlu diatasi. Pertama, masalah 
verifikasi dan kontekstualisasi sejarah lisan tetap 
menjadi isu yang kontroversial. Beberapa 
sejarawan kritis terhadap penggunaan tradisi 
lisan karena kekhawatiran tentang akurasi faktual 
dan unsur-unsur fiksi yang mungkin terkandung 
di dalamnya. Namun, para pendukung pendekatan 
dekolonial berargumen bahwa standar 
objektivitas yang diterapkan pada arsip kolonial 
sendiri bermasalah, karena arsip-arsip tersebut 
juga sarat dengan bias, kepentingan, dan distorsi 
sistematis (Van Donkersgoed, 2023). 

Kedua, tantangan bahasa dan terjemahan 
sering kali menjadi penghambat dalam upaya 
integrasi sumber. Banyak tradisi lisan dan 
manuskrip lokal yang ditulis atau disampaikan 
dalam bahasa-bahasa daerah atau dialek-dialek 
yang tidak dikuasai oleh para peneliti yang 
terbiasa dengan bahasa Belanda atau Inggris (van 
Engelenhoven, 2021). Selain itu, proses 
terjemahan selalu melibatkan keputusan 
interpretatif yang dapat mengubah makna, 
sehingga diperlukan kehati-hatian dan kolaborasi 

dengan penutur asli dan anggota komunitas 
(Pardoe & Arps, 2023). Ketiga, tantangan 
institusional dan sumber daya tidak boleh 
diabaikan. Lembaga-lembaga arsip di Indonesia 
sering kali kekurangan dana, staf terlatih, dan 
infrastruktur teknologi untuk mendukung inisiatif 
dekolonisasi berskala besar (Supratman, 2021). 
Sementara itu, akses terhadap arsip-arsip kolonial 
yang tersimpan di Belanda juga sering terhambat 
oleh birokrasi, biaya, dan kebijakan akses yang 
restriktif (Karabinos, 2013). 

Mengatasi tantangan-tantangan ini 
memerlukan pendekatan multi-pronged yang 
tidak hanya bersifat simultan, tetapi juga strategis 
dan saling terkait secara organik. Keberhasilan 
proses dekolonisasi ini tidak dapat dicapai jika 
strategi-strategi tersebut berjalan sepihak, 
melainkan bergantung pada sinergi penuh di 
antara ketiganya. Langkah awal dengan 
membangun kapasitas sumber daya manusia 
melalui investasi intensif dalam pelatihan 
arsiparis dan sejarawan. Para aspirasi dan 
sejarawan perlu dibekali dengan metodologi 
dekolonial, seperti etnografi, analisis wacana 
kritis, dan penguasaan teknologi digital 
(Haberstock, 2020). Namun, kompetensi teknis ini 
hanya akan berdampak optimal jika disalurkan 
melalui ruang kolaborasi yang tepat. Di sinilah 
strategi kedua menjadi jembatan operasionalnya, 
yaitu melalui penguatan kerja sama lintas disiplin 
dan lintas negara yang lebih erat antara lembaga 
arsip di Indonesia dan Belanda, serta keterlibatan 
aktif perguruan tinggi dan organisasi masyarakat 
sipil (Abdillah & Nuraeni, 2025). Transformasi 
kapasitas keilmuan dan jejaring kolaboratif 
tersebut membutuhkan legitimasi struktural agar 
dapat bertahan dalam jangka panjang. Oleh 
karena itu, kedua strategi di atas harus didukung 
oleh strategi ketiga, yakni advokasi kebijakan 
yang agresif guna mengamankan pendanaan 
berkelanjutan dan dukungan politik yang kuat. 
Komitmen politik inilah yang nantinya membuka 
jalan bagi inisiatif dekolonisasi arsip yang lebih 
besar, termasuk proses repatriasi dan 
pengelolaan bersama atas arsip-arsip kolonial 
tersebut (Smith et al., 2022). Keterkaitan sistemik 
inilah yang menjadikan dekolonisasi arsip sebuah 
gerakan yang utuh dan berkesinambungan. 

Proses dekolonisasi arsip di Kepulauan 
Maluku berkontribusi secara signifikan dalam 
menghadirkan pemahaman sejarah Indonesia 
yang lebih kaya, bernuansa, dan berimbang. 
Integrasi antara dokumen kolonial, sejarah lisan 
lokal, dan sistem pengetahuan adat terbukti 
menjadi instrumen krusial untuk membongkar 
bias Eurosentris yang selama ini mendominasi 
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historiografi arus utama. Melalui pendekatan 
interdisipliner ini, rekonstruksi sejarah tidak lagi 
terpaku pada sudut pandang tunggal penjajah, 
melainkan mampu membuka ruang bagi suara-
suara pribumi yang selama ini terpinggirkan di 
dalam lembaran-lembaran arsip konvensional. 
Studi mendalam mengenai dinamika di Kepulauan 
Banda, gerakan perlawanan Pangeran Nuku, serta 
berbagai insiden lokal di Kepulauan Aru 
menunjukkan bahwa penghidupan kembali narasi 
pribumi berhasil mengungkap dimensi 
perjuangan yang kerap luput dari catatan formal 
kolonial. Bukti baru ini dengan gamblang 
memperlihatkan kompleksitas strategi lokal yang 
mencakup aspek ekonomi, jaringan diplomasi 
antar-pulau, hingga kekuatan resiliensi budaya. 
Keberadaan perspektif lokal ini tidak hanya 
memperkaya khazanah dan detail sejarah, tetapi 
juga mengakui atas agensi masyarakat Maluku 
sebagai aktor aktif yang berdaulat dalam 
menentukan arah sejarahnya sendiri. bukan 
sekadar objek pasif dari kebijakan kolonialisme. 

Kedua, dekolonisasi arsip memerlukan 
inovasi metodologis yang melampaui sekadar 
menambahkan sumber-sumber lokal ke dalam 
kerangka kolonial yang sudah ada. Pendekatan-
pendekatan seperti pembacaan melawan arus,  
analisis wacana kritis, deskripsi partisipatif, dan 
penggunaan teknologi data terkait menawarkan 
jalan untuk secara fundamental mengubah cara 
arsip dipahami, dideskripsikan, dan ditafsirkan. 
Proyek-proyek multimedia dan kolaboratif yang 
melibatkan komunitas lokal dalam produksi 
pengetahuan sejarah juga menunjukkan potensi 
besar untuk mendemokratisasi akses dan 
representasi.  

Ketiga, kritik institusional mengungkapkan 
bahwa lembaga arsip dan museum, baik yang 
didirikan pada masa kolonial maupun 
pascakolonial, bukanlah entitas netral melainkan 
instrumen kekuasaan yang telah membentuk dan 
terus membentuk historiografi dan memori 
kolektif dengan cara-cara yang sering kali 
melanggengkan ketidakadilan epistemik. Warisan 
kolonial dalam praktik kearsipan tidak berakhir 
dengan kemerdekaan Indonesia; sebaliknya, ia 
bertahan dalam bentuk-bentuk baru yang 
terkadang lebih halus namun tetap bermasalah. 
Keempat, politik memori dan identitas yang 
terkait dengan dekolonisasi arsip memiliki 
implikasi praktis yang signifikan, termasuk dalam 
ranah diplomasi warisan, repatriasi, dan 
reformasi kurikulum pendidikan sejarah. Upaya-
upaya repatriasi arsip dan benda-benda budaya 
antara Indonesia dan Belanda tidak hanya 
menyangkut pengembalian properti fisik tetapi 

juga pengakuan atas ketidakadilan historis dan 
langkah menuju keadilan restoratif. 

 
 

IV. PENUTUP 
 

Hasil penelitian ini mengidentifikasi 
berbagai keterbatasan sistemik yang menghambat 
realisasi dekolonisasi arsip secara praktis maupun 
teoritis melalui tiga lapis tantangan yang saling 
berkelindan. Pada lapis pertama, muncul 
hambatan berbasis sumber yang dipicu oleh 
masih masifnya dominasi arsip kolonial, di mana 
upaya mengimbanginya melalui sejarah lisan 
kerap membentur peliknya verifikasi 
metodologis, kesenjangan bahasa, serta 
terbatasnya akses terhadap dokumen kunci. 
Hambatan tersebut kemudian diperparah oleh 
kelembaman institusional di tingkat kelembagaan, 
di mana keterbatasan anggaran dan keahlian 
khusus membuat institusi pengarsipan cenderung 
mandek pada metode konvensional dan gagal 
bertransformasi menjadi ruang inklusif yang 
mengadopsi epistemologi non-Barat. Di atas 
tatanan teknis dan lembaga tersebut, agenda 
nasionalis serta politik memori negara bertindak 
sebagai hambatan politik dan ideologis yang 
menyaring arsip demi mempertahankan mitos 
pembentukan identitas nasional, sehingga narasi 
alternatif yang tidak sejalan dengan kepentingan 
penguasa sengaja dipinggirkan. Akibat akumulasi 
hambatan yang terstruktur ini, dekolonisasi arsip 
pada akhirnya baru menyentuh tatanan diskursus 
akademis secara teoritis, namun belum 
memanifestasikan keadilan epistemis yang nyata 
dalam praktik tata kelola arsip sehari-hari. 

Untuk penelitian masa depan, agenda 
dekolonisasi arsip di Indonesia Timur harus 
diarahkan pada pendekatan yang lebih integratif, 
kontekstual, dan inklusif. Hal ini dimulai dari 
penguatan studi empiris pengarsipan partisipatif 
di Maluku guna membangun model kolaborasi 
yang menempatkan komunitas lokal sebagai mitra 
setara, yang kemudian diakselerasi melalui 
pemanfaatan teknologi digital seperti linked data, 
kecerdasan buatan, dan platform akses terbuka. 
Kendati teknologi tersebut membuka peluang 
besar dalam memangkas sekat geografis wilayah 
kepulauan dan kendala bahasa, implementasinya 
wajib memitigasi tantangan etika, keamanan data, 
dan pelibatan komunitas secara aktif agar tidak 
memicu marjinalisasi baru. Lebih jauh, 
keberhasilan dekolonisasi ini sangat bergantung 
pada analisis komparatif yang peka terhadap 
variabel local seperti variasi kultur, bahasa, dan 
kondisi politik setempat, di mana penanganan 
kasus berbasis sejarah kesultanan di Maluku 
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Utara tentu menuntut pendekatan yang berbeda 
dengan kompleksitas sosiopolitik di Papua 
maupun karakteristik kultural di Nusa Tenggara 
Timur. Pada akhirnya, seluruh upaya ini bermuara 
pada urgensi penelitian restitusi dan repatriasi 
fisik maupun digital atas arsip-arsip kolonial dari 
Belanda (Chauvel, 2009; van Beurden, 2022; 
Abdillah & Nuraeni, 2025), yang bukan sekadar 
urusan birokrasi dokumen, melainkan sebuah 
ikhtiar untuk memulihkan kedaulatan 
pengetahuan, menegakkan hak atas memori 
kolektif, dan merajut kembali identitas kultural 
masyarakat adat di belahan timur Nusantara. 

Berbagai literatur yang dikaji dalam artikel 
ini menggarisbawahi potensi transformatif 
dekolonisasi arsip untuk merekonstruksi sejarah 
Maluku yang lebih inklusif, adil, dan majemuk. 
Wilayah kepulauan Maluku  sebagai episentrum 
perdagangan rempah global sekaligus saksi 
Sejarah tentang kekerasan colonial, proses ini 
menemukan urgensi tertingginya. Urgensi 
tersebut melampaui batasan akademis karena 
menjadi instrumen utama bagi keadilan restoratif 
dan rekonsiliasi komunitas yang terdampak. 
Melalui pemulihan suara-suara yang 
terpinggirkan dan pembongkaran struktur 
kekuasaan kolonial dalam arsip, dekolonisasi ini 
membuka ruang bagi historiografi yang lebih 
manusiawi dan berkeadilan. Artinya, sejarah tidak 
lagi sekadar mencatat kronologi penguasa, 
melainkan aktif mengakui trauma serta 
pengalaman kolektif masyarakat lokal melalui 
wacana alternatif yang selama ini dibungkam. 
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